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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6),
Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54
ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat
(3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama
Presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan
persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
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Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Baleg adalah salah satu alat
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani
bidang legislasi.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah
salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
khusus menangani bidang legislasi daerah.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,
Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang
mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan
usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur atau
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan
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kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota
untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.

BAB Il
PERENCANAAN
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

"o a0 o p

perencanaan Rancangan Undang-Undang;

perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;

perencanaan Rancangan Peraturan Presiden;

perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota; dan
perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
Perencanaan Rancangan Undang-Undang

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Perencanaan Rancangan Undang-Undang meliputi kegiatan:

a.

b
c.
d

penyusunan Naskah Akademik;
penyusunan Prolegnas jangka menengah;
penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;

perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang kumulatif
terbuka; dan


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.199

e. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar
Prolegnas.
Pasal 4
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 5

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka
menengah dan prioritas tahunan.

Pasal 6

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh
Menteri.

Pasal 7

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah disepakati menjadi
Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan setelah
ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Paragraf 2
Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 8

(1) Naskah Akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan
Undang-Undang.

(2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa
berkoordinasi dengan Menteri.

(3) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima
dari Pemrakarsa.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku
kepentingan.
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